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aUPATI TIMOR TENGAH UTARA
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BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 502 A TAHUIN 2000

"TENTANG

PENDIRIAN STHOLAHY MENENGAH ATAS ( SMA)
DANSEWIMWAHPMAMA (SMP)
DI KAT![PA'I'EN TIMOR TRENGAH UTARA

Monimoang

Menpingat
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BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

bahwa saluh satu kewenangen yang diberikan oleh
‘Pemerintah Pusat kepada PeMnerintah  Daersh
Kabupateu sebagaitnuira yuog distur dalem Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 teataug Pemerintah
Desrah, meliputi antarn lain kewenanghn di bidang
pendidikan,

bulwa nebngni polaksanazn ketontuan Pasal 2 zyat (2)
luiit'b Peraturun Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tefah ditetapkan Kepufusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor: 053/U/2001tentang Pedoman
Penynsunan  Stundar Pelayanan  Minimsl
Penyelenggnraan Porsekolahan Bidang Pendidikan
Dasar dsn Menengah; g

balwa dalam upaya mendekatkan dra meningkatkan
pelayanan pendidikan serta dapa! menampung
[uhegn Sekoluh 1nsar dan  Sckolsh Menengah
Portama perlu mwndirikan Sekolsh monengah
Pertuma(SMP) dnn Sekolah Menongnh Atas(SMA)
pada lokesi terfentu yang dipandang  sangnt
membutubkan pelayanan pendidikan dalam wilaydh
Kabupaten TimorTangsh Ttara;

batwa berdasarkan  pertimbangan  sebigaimana
dimakend datam humf pb dan ¢ perlu menstepkan
Keputisan Bupali Timor Tengah Utara  tenfong
Pandirian Sekolsh Mensugah Atas (SMA) dan
Sokolzh Mopengsh Pertama(SMP) di Kabupaten
Timor Tengah Utara :
Undang-undang Nomor 64 talrun 1958 tentang
Pombentukan Daorali-Dastah Tingkat I BeliNusa
Tenggern Barat dan Nusa Tenggara Timur{Lembaran
Negers Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lemntnean Nogses Nomsor 1649);

Uudang-undang Nomor 69 Tahua 1958 tentang
Poinbontuloant Duerul-Duersh  Tingkat I delam
Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barsat
dan Nusa Tonggare Timur ( Lembaran Negars
Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan L mbaran Negars
Nomor 1655 );
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3. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Ducrah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nowmor 60, Tnm_bnhmn Lembaran Negara Nomor 383 ),

4. Undang-undang Nomor 20 Tulun 2003 tenfang Sistim
Pendidikan Nnsional(Lombaran Negarn Tashun -2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Pendspatan dan Belunja Negara :

5. Pernturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikun  Menengah(Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 37, Tambahan Lembaray Negara Nomor 3413)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 1098(Lembaran Negara Tohun 1998
Nomor 91, Tambahan Lembsran Negara Nomor 37v4);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang
Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 68, Tembahan Lembaran Negara Nomor 3484)
sebagnimana telah diubsh dengan Peraluran Pemerintah
Nowmor 39 Tahuu 2000;

7. Peruturan Pemerintsh Nomor 39 Tahun 2000 tentang
Peranserta Masyarakat dalam Pondidilan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69,Tambahan

Lembaran Negura Nomor 34 85); .

8. Poraturan Pemerintoh Nomor 25 Tshun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebngai Daerah
Otonom  (Lombaran Negurs Tohun 2000 Nomor
34,Tambabau Lembman Negara Nomor 3952);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177
Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas
Depertomen  sebugaimana  tolah  diubal, dengan

Keputusan Presiden Republik Indeuesia - Nomor 82 -

Tshun 200) ; '

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102
Tehun 200} tentang  KedudukanTugas  dan
Fungsi,Kewenangan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen; .

11. Ksputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29/2000
tentang Kewenangan Pemerintah

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 / U
/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolakh;

13. Peraturan Daerahi Nomor 11 Tahua 2001 tentang
Organisasi dan Tata Korja Dinas Pendidikan Kaobupaten
Timor Tengah Utara(Lembaran Dasrah 2001 Nomor
11, Tambahan  Lembara ‘Daemh  Nomor 11)
sebngaimana telah diubnh dengan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tnbun 2002(Lembaran Daersh 2002 Nomor
12, Tambahan Lembaran Dasrzh Momor 12).
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: MEMUTUSKAN
* Keputusan Bupati Timor Tengah Utara tentang Pendirian
Sekolah Menengah Atas(SMA) dan Sekolah Meneng
Pertama(SMP) di Kabupaten Timor Tengal Utara.

: Mendirikan Sekolah Menengnh Atas(SMA) dan Sekolah
Menengsh Pertama(SMP) dalam Wilayah Kabupat,
Timor Tengnh Utara dengan  nama-nama  mekol,
cebagnimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Sekolah-sekolah sebagnimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA Keputwsan ini mulai beroperati pada Tahy
Ajaran 2003/2004.

+ Keputugan ini mu'ai berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 200;

dengan ketentuan akan ditinjan kembali apabila dikemudia
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
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Menteri Pendidikiin-Nasional Republik lndonesia di Jakarta
Direktur Jfenderal Pendidikan Dasar dan Menenga
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta,

Direktir Pencidikan Lanjutan Pertama dan Pendidikan
Menengoh Umum di Jakarta :

Gub:rnur Propinsi Nusa tenggara Timur di Kupang.

Ketua DPRD I Nusa Tenggara Timur diKupang.

Kepala Dinns Pendidiken dan Kebudayaan Prop.NTT
diRupung.

Ketua DPRD I Kabupaten Timor Tengah Utara dj
Kefameaaau.

Fepala Dinae pondidikan  Kab, Timor Tengah Utara
diKefamenanu.

Camat Miomaffo Timur di Nunpene,Camat Miomaffo Barat
di Eban,Camat Insana Utera di Wini,Camat Biboki Selatan
di Manuflii,Camat Biboki Utarn di Lurasik

Kepala Cabang Dinss Pendidikan Kecumatun Miomaflo
Timw di Nunpene,Miomoffo Burat di Ebanlusana Utarn dj
Wini Biboki Sulatm di Manufui,Biboki Utarn di Lurasik |
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LANPIRAN : KEPUTUSAN BUPAT! TRMOR TENGAH UTARA

L

NOMOR :502A /2003
TANGGAL :15 ABUSTUS

-

2003

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM WILAYAH KAB.TTU

NO NAMA SEKOLAH | I.OKASI KET.
DI BAAURAN KEGKMATAN e
. |SMA: : :
1.8MA Negeri Taekas |Faekes Miomaffo Tirnur
2.8M«Negen Lurasik  |Boronubaen Bibok Utara
In. (EMP.:
- |1. SMP Negeri Wini Humusu C Insana Utara
2. SMP Negeri ManumeagManumean Biboki Utara
3. SMP Neger Aplal Tasinifu Miomaffo Barat
4. SMPP Negen Qenopu  |T'aba Blboki Selatan
i




